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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepercayaan masyarakat Muslim terhadap produk halal telah menjadi aspek 

fundamental dalam dinamika ekonomi syariah kontemporer. Kewajiban untuk 

memastikan dan mengonsumsi produk yang halal sekaligus berkualitas (thayyib) 

pada dasarnya adalah manifestasi dari ketaatan terhadap syariat Islam. Hal ini 

secara tegas diamanatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Surah Al-

Baqarah ayat 168:  

َّبعِوُْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِِۗ انَِّهٗ لكَُمْ  لَْ تتَ ا فِى الْْرَْضِ حَلٰلًا طَي بِاا وَّۖ  ﴿ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ كُلوُْا مِمَّ

بيِْنٌ   ﴾ ١٦٨عَدوٌُّ مُّ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik 

dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 

merupakan musuh yang nyata.”1 

 Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, 

jaminan kehalalan suatu produk bukan hanya sekadar tuntutan agama, melainkan 

telah menjadi hak konsumen yang dijamin secara konstitusional melalui Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Regulasi ini 

menandai era baru di mana sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi seluruh 

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk 

produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai tulang punggung 

                                                      
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]:168. 
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perekonomian nasional yang menyumbang lebih dari 61,07% PDB dan menyerap 

97% tenaga kerja, partisipasi UMKM dalam ekosistem jaminan halal menjadi 

kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.2 

Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM menghadapi kendala dalam 

mengakses sertifikasi halal konvensional, yang kerap dipersepsikan rumit, 

berbelit, dan memerlukan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Kendala birokrasi, 

kurangnya pemahaman prosedur, serta beban finansial ini secara empiris telah 

dibuktikan sebagai hambatan utama bagi pelaku usaha kecil di berbagai wilayah 

dalam mengadopsi sertifikasi halal.3 Menjawab tantangan ini, pemerintah melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI 

memperkenalkan skema inovatif, yaitu Sertifikasi Halal melalui Self Declare atau 

Pernyataan Kehalalan Mandiri, yang dalam pelaksanaannya merujuk pada 

ketentuan BPJPH mengenai mekanisme dan kriteria sistem jaminan produk halal 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Skema ini memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu untuk menyatakan kehalalan 

produknya secara mandiri setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 

termasuk pelatihan dan pendampingan. Kebijakan ini diharapkan dapat 

mempercepat peningkatan jumlah produk UMKM yang tersertifikasi halal secara 

signifikan.4 

                                                      
2 Asyifah Fauzah Delfira dkk., Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap 

Perekonomian di Indonesia, 4, no. 1 (2025): h. 176. 

 
3 Sulistyo Prabowo dkk., “Revealing Factors Hindering Halal Certification in East 

Kalimantan Indonesia,” Journal of Islamic Marketing 6, no. 2 (2015): h. 275.  

 
4 Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare,” SINOMIKA 

JOURNAL 1, no. 5 (2023): h. 1178–79. 
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Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebagai salah satu pusat ekonomi dan 

perdagangan di Kota Banjarmasin yang mayoritas penduduknya Muslim, menjadi 

lokus yang strategis untuk mengkaji persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan 

sertifikasi halal melalui skema Self Declare. Sebagai daerah dengan konsentrasi 

UMKM kuliner, pangan olahan, dan kerajinan yang tinggi, penerimaan dan 

pemahaman pelaku UMKM setempat terhadap skema Self Declare akan sangat 

memengaruhi cara mereka memahami, menilai, dan merespons kebijakan tersebut. 

Persepsi pelaku UMKM menjadi aspek penting, mengingat persepsi yang positif 

dan didukung oleh pemahaman yang komprehensif dapat mendorong penerimaan 

terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, persepsi yang negatif atau skeptis akibat 

informasi yang tidak memadai, keraguan terhadap legitimasi, atau kekhawatiran 

terhadap kompleksitas prosedur dapat menjadi hambatan serius.5 

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan empiris awal peneliti selama 

menjalankan program Magang Industri Kementerian Agama selama empat bulan 

sebagai fasilitator pendamping UMKM di wilayah Banjarmasin Tengah. Dari 15 

pelaku UMKM yang berinteraksi langsung, mayoritas belum memiliki Nomor 

Induk Berusaha (NIB) dan belum terdapat yang mengajukan sertifikasi halal 

melalui mekanisme Self Declare. Hal ini menunjukkan adanya indikasi 

kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan tingkat pemahaman, 

kesiapan administratif, dan respons pelaku usaha di tingkat lokal. 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi halal bagi 

pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan 

                                                      
5 Nahdhah dan Iwan Riswandie, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM 

di Kota Banjarmasin,” Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) 2, no. 3 (2024): 

1474–1478. 
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pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, kesiapan administrasi, kemudahan 

prosedur, akses informasi, dan pendampingan. Kajian mengenai sertifikasi halal 

Self Declare umumnya lebih banyak menyoroti aspek implementasi kebijakan, 

problem pendampingan, kesadaran halal, dan pemanfaatan layanan digital. 

Namun, kajian yang secara khusus menempatkan persepsi pelaku UMKM sektor 

produk makanan sebagai fokus utama, khususnya di Kecamatan Banjarmasin 

Tengah, masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan 

untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan menelaah bagaimana pelaku UMKM 

memahami, menilai, dan merespons sertifikasi halal Self Declare.  

Pembatasan fokus penelitian yang secara spesifik hanya mengkaji UMKM 

sektor produk makanan didasarkan pada argumentasi akademik bahwa produk 

makanan olahan memiliki rantai pasok bahan baku yang jauh lebih rumit. Sektor 

makanan melibatkan penggunaan bahan turunan hewani, bumbu racik, ragi, 

hingga lemak pengolahan yang membuat titik kritis kehalalan (halal critical 

points) serta kerentanannya terhadap unsur syubhat berada pada level tertinggi 

dibandingkan sektor minuman murni. Oleh karena itu, memfokuskan penelitian 

murni pada sektor makanan akan memberikan potret pengujian yang lebih tajam 

mengenai sejauh mana pemahaman dan kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam 

menghadapi regulasi jaminan produk halal. 

Selanjutnya, pemilihan Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai lokus 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik karena wilayah ini 

merupakan pusat pergerakan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di Kota 

Banjarmasin. Dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan konsentrasi 
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pelaku usaha kuliner sektor informal (seperti kawasan Siring dan pasar 

tradisional) yang sangat masif, wilayah ini menghadirkan ekosistem sosiologis 

yang paling kompleks. Secara metodologis, mengukur efektivitas dan persepsi 

hukum terhadap kebijakan Self Declare di wilayah sentra ekonomi utama ini akan 

menghasilkan data empiris yang sangat valid dan representatif untuk 

menggambarkan dinamika sosiologi hukum perlindungan konsumen Muslim di 

kawasan perkotaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM  di Kecamatan 

Banjarmasin Tengah terhadap sertifikasi halal Self Declare? 

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terbentuknya 

persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal Self Declare di 

Kecamatan Banjarmasin Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM  di Kecamatan 

Banjarmasin Tengah terhadap sertifikasi halal Self Declare. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terbentuknya persepsi pelaku UMKM  terhadap 
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sertifikasi halal Self Declare di Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

D. Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian 

hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan respons pelaku 

usaha terhadap implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui skema Self 

Declare. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

akademik mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan jaminan 

produk halal, terutama dalam konteks penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan sosiologis. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak. Bagi pelaku UMKM sektor produk makanan di 

Kecamatan Banjarmasin Tengah, penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi mengenai pemahaman, prosedur, serta kendala yang berkaitan 

dengan sertifikasi halal Self Declare. Bagi BPJPH, Kementerian Agama, 

dan pendamping Proses Produk Halal (PPH), hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi sosialisasi, 

pendampingan, dan layanan sertifikasi halal yang lebih efektif dan tepat 

sasaran. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

rujukan dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan 

halal, persepsi pelaku usaha, dan faktor-faktor yang memengaruhi 

penerimaan terhadap kebijakan tersebut. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul dan 

permasalahan yang akan diteliti serta sebagai pegangan agar lebih terfokusnya, 

penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut: 

1. Persepsi, persepsi merupakan proses pemberian makna atau 

pandangan terhadap stimulus yang diterima melalui indera dan 

diinterpretasikan berdasarkan pengalaman individu.6 Berdasarkan 

pengertian tersebut, yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini 

adalah pandangan, pemahaman, serta penilaian pelaku UMKM terhadap 

kebijakan sertifikasi halal Self Declare, yang terbentuk dari pengalaman, 

pengetahuan, serta kondisi usaha masing-masing. Persepsi tersebut 

diungkapkan melalui pernyataan informan mengenai tingkat pemahaman 

terhadap mekanisme Self Declare, penilaian terhadap kemudahan dan 

manfaatnya, pengalaman dalam proses pengajuan, dan hambatan atau 

kendala yang dirasakan. 

Persepsi tersebut dioperasionalkan ke dalam empat indikator, yaitu: 

a. Pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan Self Declare. 

b. Penilaian terhadap tingkat kemudahan atau kesulitan proses.  

c. Pandangan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi usaha. 

d. Sikap penerimaan, keraguan, atau penolakan terhadap kebijakan Self  

Declare. 

 

                                                      
6 (Kandi dkk., Pengantar Psikologi Umum [WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 

2023]), h. 85.  
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2. Pelaku UMKM, pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah individu atau badan 

usaha yang menjalankan usaha produktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana 

telah disesuaikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.7 

Dalam penelitian ini, pelaku UMKM dimaknai secara khusus sebagai pelaku usaha 

sektor produk makanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang memiliki relevansi 

dengan kebijakan sertifikasi halal melalui skema Self Declare, baik karena telah 

mengetahui, memperoleh informasi, maupun memiliki pengalaman terkait 

mekanisme tersebut. 

3. Sertifikasi Halal Self Declare, Sertifikasi halal Self Declare merupakan 

mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan 

melalui pernyataan mandiri pelaku usaha mengenai kehalalan produk yang 

dihasilkan, dengan memenuhi kriteria produk berisiko rendah serta melalui 

pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).8 Mekanisme ini 

merupakan bentuk penyederhanaan proses sertifikasi halal sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha 

Mikro dan Kecil.9 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sertifikasi halal Self 

                                                      
7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

Tahun 2008 Nomor 93, (2008). 
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998 (2024). 

 
9 Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun  2025 tentang  Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan  Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui 

Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal, Berita Negara Republik 
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Declare adalah mekanisme pernyataan kehalalan produk oleh pelaku UMKM di 

Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dilakukan melalui sistem Self Declare sesuai 

ketentuan BPJPH, baik yang telah mengajukan sertifikasi maupun yang hanya 

memiliki pemahaman atau persepsi terhadap skema tersebut. 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan 

masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, yang mana dengan penelitian terdahulu ini diharapkan akan 

semakin jelas perkembangan masalah yang dihadapi, serta mampu memperdalam 

pemahaman penulis tentang “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal 

Self Declare (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Tengah)”. Maka diperlukan 

karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu atau yang sudah ada, 

karya ilmiah yang terkait sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal, dengan judul “Problematika 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan 

Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin”, jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, 2025. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris 

dengan pendekatan sosiologis, yang mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh 

lembaga pendamping dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dalam 

skripsi ini disimpulkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam meningkatkan 

pendaftaran sertifikasi halal, di antaranya rendahnya pemahaman pelaku usaha, 

                                                                                                                                                 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 931. 
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keterbatasan administrasi, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi 

halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas pelaku UMKM serta berkaitan dengan sertifikasi halal, khususnya dalam 

konteks implementasi kebijakan di wilayah Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian 

ini juga berkaitan dengan proses pendampingan halal yang merupakan bagian penting 

dalam mekanisme sertifikasi halal Self Declare. Perbedaannya penelitian ini dengan 

penulis adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada problematika lembaga 

pendamping dalam meningkatkan pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan penulis 

lebih menyoroti persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal melalui skema Self 

Declare, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi tersebut.10 

2. Jurnal yang dibuat oleh Ika Wahyuni dan Sarkawi, yang memiliki judul 

“Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare Di 

Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”.11 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk 

mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal melalui 

jalur Self Declare. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sertifikasi halal 

merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat muslim, namun pemahaman 

pelaku UMKM terhadap mekanisme Self Declare masih beragam, baik dari segi 

prosedur maupun manfaatnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

                                                      
10 Muhammad Naufal, “Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN 

Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin” 

(Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025). 

 
11 Wahyuni, Ika dan Sarkawi, “Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur 

Self Declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan,” Marko; Jurnal Ekonomi Syariah dan 

Bisnis 6, no. 1 (Mei 2023). 
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adalah sama-sama membahas persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal 

melalui skema Self Declare. Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah 

penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, sedangkan 

penulis melakukan penelitian di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Selain itu, 

penelitian penulis juga lebih menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal Self Declare, sehingga memiliki 

fokus analisis yang lebih mendalam. 

3. Jurnal yang dibuat oleh Dwi Hidayatul Firdaus dan Teguh Setyobudi, yang 

memiliki judul “Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca 

Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era 

Pandemi Covid-19.12” Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis peran platform 

digital dalam mendukung sertifikasi halal UMKM. Dalam penelitian ini disimpulkan 

bahwa platform digital memiliki peran penting dalam mempermudah proses 

sertifikasi halal, khususnya dalam aspek pendaftaran dan distribusi produk UMKM. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas 

sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Perbedaannya penelitian ini dengan penulis 

adalah penelitian ini berfokus pada peran platform digital dalam sertifikasi halal, 

sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada persepsi pelaku UMKM terhadap 

sertifikasi halal melalui skema Self Declare. 

                                                      
12 Firdaus, Dwi Hidayatul dan Teguh Setyobudi, “Peran Platform Digital dalam 

Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja di Era Pandemi Covid-19,” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4, no. 

2 (2022). 
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4. Skripsi yang ditulis oleh Fira Sefianisa Wulandari, dengan judul “Kesadaran 

Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal melalui 

Program Self Declare (Studi Kasus UMK Kampung Inggris Pare)”, jurusan 

Ekonomi Syariah, 2024. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran pelaku UMKM 

terhadap kebijakan sertifikasi halal melalui program Self Declare. Dalam skripsi ini 

disimpulkan bahwa pelaku UMKM memiliki tingkat kesadaran yang masih beragam 

terhadap kebijakan tersebut, serta dipengaruhi oleh faktor pemahaman, sosialisasi, 

dan kebutuhan usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama membahas pelaku UMKM serta sertifikasi halal melalui skema Self 

Declare. Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini berfokus 

pada kesadaran pelaku UMKM, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada 

persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal Self Declare serta faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.13 

5. Skripsi yang ditulis oleh Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya, dengan judul 

“Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perkumpulan Pedagang Jalanan 

Indonesia (Pedalindo) terhadap Sertifikasi Halal”, jurusan Ekonomi Syariah, 2025. 

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris 

yang bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, 

termasuk penggunaan jalur Self Declare dalam mempermudah proses sertifikasi. 

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi 

                                                      
13 Fira Sefianisa Wulandari, “Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap 

Kebijakan Sertifikasi Halal melalui Program Self Declare (Studi Kasus UMK Kampung Inggris 

Pare)” (Univesitas  Islam Negeri Sunan Ampel, 2024). 
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halal dipengaruhi oleh kemudahan proses, pemahaman terhadap regulasi, serta 

kebutuhan pasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-

sama membahas persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta berkaitan 

dengan skema Self Declare. Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah 

penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas 

Pedalindo, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada pelaku UMKM di 

Kecamatan Banjarmasin Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

mereka terhadap kebijakan sertifikasi halal Self Declare.14 

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai sertifikasi halal pada pelaku 

UMKM telah banyak dilakukan dari sisi implementasi kebijakan, kesadaran halal, 

problem pendampingan, persepsi pelaku usaha, maupun pemanfaatan layanan digital. 

Namun, penelitian yang secara khusus menelaah persepsi pelaku UMKM sektor 

produk makanan terhadap sertifikasi halal melalui skema Self Declare di Kecamatan 

Banjarmasin Tengah masih belum banyak ditemukan. Dengan demikian, penelitian 

ini memiliki kebaruan pada fokus dan konteks penelitiannya, yaitu mengkaji 

bagaimana pelaku UMKM sektor produk makanan memahami, menilai, dan 

merespons sertifikasi halal Self Declare, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terbentuknya persepsi tersebut dalam konteks lokal Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

 

 

                                                      
14 Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya, “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) 

Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) terhadap Sertifikasi Halal” (Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025). 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan 

pemahaman terhadap pokok bahasan yang diteliti, yang terdiri dari lima bab 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah yang 

menguraikan pentingnya sertifikasi halal Self Declare serta kondisi persepsi 

pelaku UMKM terhadap kebijakan tersebut di Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Selanjutnya disajikan tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik secara teoritis 

maupun praktis, definisi operasional untuk membatasi istilah yang digunakan, 

kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. 

Bab II berjudul Persepsi Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal Self 

Declare. Bab ini memuat uraian teoritis yang relevan dengan penelitian, 

meliputi konsep persepsi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sertifikasi 

halal, sertifikasi halal Self Declare, serta kebiasaan masyarakat dalam 

persepsi kehalalan produk. Keseluruhan pembahasan tersebut digunakan 

sebagai dasar untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM sektor produk 

makanan terhadap sertifikasi halal Self Declare di Kecamatan Banjarmasin 

Tengah. 

Bab III Metode Penelitian, Bab ini memuat jenis dan pendekatan 

penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. 

Selain itu, dijelaskan lokasi penelitian di Kecamatan Banjarmasin Tengah, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
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observasi, dan dokumentasi, teknik keabsahan data, serta teknik pengolahan 

dan analisis data secara kualitatif dengan penafsiran sosiologis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, Bab ini berisi hasil penelitian 

mengenai persepsi pelaku UMKM sektor produk makanan terhadap 

sertifikasi halal Self Declare di Kecamatan Banjarmasin Tengah, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis menggunakan landasan teori yang telah disusun pada Bab II untuk 

menjawab rumusan masalah. 

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan, serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pelaku 

UMKM, pemerintah, dan pihak terkait dalam meningkatkan implementasi 

sertifikasi halal Self Declare. 

 

 


